
 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   358   TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2024 

TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA BANTUAN 

OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang  : a. bahwa dengan adanya perubahan personel yang ditunjuk 

sebagai bendahara pengeluaran dana bantuan operasional 

kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat Banguntapan 

II, perlu menyesuaikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 15 

Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran 

Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat 

Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 15 

Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran 

Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat 

Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147); 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan); 

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 

Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  

 

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2024 

TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA 

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024. 

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 

2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dana 

Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan 

Masyarakat Tahun Anggaran 2024 pada lampirannya yaitu 

bendahara pengeluaran dana bantuan operasional kesehatan 

pada Pusat Kesehatan Masyarakat Banguntapan II, sehingga 

Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 1 Juli 2024 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Ketua DPRD Kab. Bantul; 

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; 

6. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 



NO PUSKESMAS NAMA BENDAHARA NIP

1 Srandakan Evi Fatmawati, A.Md.KG 199412262019022002

2 Sanden Dwi Tirta Wenasari, A.Md.KG. 198902172020122008

3 Kretek Sri Wahyuningsih, Amd. Gz 197003011990022001

4 Pundong Herni Susanti, A.Md. Kep 198109282005012007

5 Bambanglipuro Nabila Fatma, A.Md.Kes 199804182020122006

6 Pandak I Rofiqoh, SKM 199203052019022001

7 Pandak II Ayu Dwi Ratnasari, A.Md.Gz 199707102020122018

8 Bantul I Ristianingsih, A.Md.Kep 198612312009032007

9 Bantul II Ervin Nur Farah Andriani, A.Md. Kep  198310082009022006

10 Jetis I Wahyu Eni Widiastuti, A.Md. Kep 198105012014062005

11 Jetis II Deranika Rizkya Kusbowo, A.Md 199707282022032005

12 Imogiri I Tika Nur Dhianingtyas, AMd KG  199110142020122012

13 Imogiri II Nur Khasanah Melawati, AMd KG  198503132010012007

14 Dlingo I Erna Purnamasari, S.Farm., Apt 199003232020122006

15 Dlingo II Suci Rahmayani, A.Md.Farm 199601272020122003

16 Pleret Erlina Juwita, A.Md.KG 199207052020122013

17 Piyungan Siska Trisnaning Yuanawanti, SST 198703242019022001

18 Banguntapan I Mulyati 197305101992032003

19 Banguntapan II Dina Triana Dewi, A.Md. 199303232020122024

DATA BENDAHARA PENGELUARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN 

PADA PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 358 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2024



NO PUSKESMAS NAMA BENDAHARA NIP

20 Banguntapan III Ana Fitriastuti, AMd Kep 198605242009032017

21 Sewon I Yenny Hastuti Raharja, A.M.K  198103242014062004

22 Sewon II Nunuk Endang Pujiati, AMKL 197104221993032002

23 Kasihan I Dyah Ratna Titisari, AMd. Gz 198605082010012022

24 Kasihan II Siti Nur Fitriyah, A.Md.Kep 198805302019022001

25 Pajangan Galuh Puspita Dewi, A.Md.KL 199505292022032005

26 Sedayu I Yacinta Dyah Sanjayati, A.Md.Kep  198506142010012019

27 Sedayu II Syafira Fabiyantika Primadina, A.Md. Gz 199704232020122018

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


